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BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL
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BINA MARGA KABL PATEN ACEH SINGKIL
DENGAN RAHMAT T. HAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa dengan semakin pe:_imvz perkembangan tugas pemerintahan dan
<3mbangunan  dibidang 7=-272an Umom, maka uruk  kelancaran
FlEfRE Al 1t Y ! 1T L 15 1
-:!..!.|::I__' 4 = 18 1k CeEnrell Lt
.ceh Singkil

t thwa untuk maksud tersebui perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah

Undang-undang Nomor 11 Tzhur 1974, tentang Pengairan {Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 65, Tamoanar Lembaran Negara Nomor 3046);
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 83, Tarmbsan L embaran Negara Nomor 2046},
Undang-undang Nomor 4 Tz2nur 1992, temtang Perumazhan dan Pemukiman
(Lembaran Negara Tahur .332 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3469);

Undang-undang Nomor 24 T-- = 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor . Tambahan Lembaran Negara Nomot 3501);
Undang-undang Nomor !+ Tzaun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat I1 Aceh Singk..

l'ndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air
(Lembaran Negara Tahun 1382 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3225);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226,

Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomior 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293),

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagiarn
Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembarzn
Negara Tahun 1987 Nomer 2%, T-  -ahan Lembaran Negara Nomor 3535%)
Peraturan Pemerintah Nomor 2o .. un 1990 tentang Pengendalian Pencerz:ris
Alr (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembarar Me_7:
Nomer 3408);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tzhun 1991 tentang Rawa (Lembarzs *rzs
Tahun 1992 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Nomor 34417,
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Peraluran Pemeriniah Nomor 35 Tahun 199) tentang Sungai (Lembaran Negara
Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

Peraturan Pemenniah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Ctonomt
Daerah dengan Titik Berat ' !- Daerah Tingkat 11 (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 77, Tambahan Le:  zran Negara Nomor 3487),

Keputusan Presiden Nomo: -+ Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi
iJJepartemen,

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan * O:ganisasi
Departemen, sebagaimana tel : diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
~omor 58 Tahun 1994;

Peraturan Menteri Dalam Negeii Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan
Prasarana Lingkungan Utilitas Lmum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada
Pemerintah Daerah;

Peranturan Menten Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Pelaksanazan
Penyerahaan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum
Kepada Pemerintah Tingkat I dan Pemerintah Tingkat 1f;

Peranturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang
Penyclenggaiaan Pembinaan T:1 s dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan
Umum Kepada Dinas Peker;.. mum,;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pola
QOrganisasi Dinas Daerah;

Keputusan Menten Dalam Nege'i Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi
rlan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Organisasi
Pemerintah Daerah dan Wilayah; == >

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8¢ Tahun 1994 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ACEH SINGKIL

MEMUTUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASE DAN TATA KERJA DINAS
IYKERJAAN UMUM BINA MA .GA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAR1
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a.

b.

s

Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil

Bupati Kepala Daerah adalah B rpati Aceh Singkil

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil

Dinas Pekerjaan Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan UmumBina Marga
Kabupaten Aceh Singkil.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekejaan Umum Kabupaten Aceh
Singkil



BAEB 11
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Uengan Peraturan Daerall ini di. -ntuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Aceh Singkil.

BAB 11l
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

(1). Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah unsur pelaksana Pemernntah
Daerah di bidang Bina Marga

(2). Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh Kepala Dinas, yang
berada di bawah dan bertano+ing jawab kepada Bupati

rasal

Dinas Pekerjaan Umum Bin: ‘larga mempunyat tugas menyelenggarakan
sbagian urusan rumah tangga L erah dan tugas pembantuan diberikan oleh
Pemerintalkt Daerah dan Pemerintah -aerah Propinsi di bidang Bina Marga.

Pasal 5

-

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi :

a Perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelclaan,
pembinaan, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan
yang ditetapkan Bupati

b. Pengawasan dan pengendaliz . teknis dibidangBina Marga sesual dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati

¢ Pengurusan Tata Usaha Dinas

d  Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1). Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri dari :

Kepala Dinas.

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Pengendalian Operis!

Seksi Pembangunan

Seksi Pemeliharaan

Cabang Dinas,

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Diras Pekerjaan Umum Bina Marga adalas
sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan inl,

wme oo T



I'aragraf Salu
Sub Bagin: ? ata Usaha
Pasal 7

‘ub  Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Umum,
Lopegawaian dan Keuangan

Pasai 8

Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakgud pada Pasal 6, Sub Bagian Tata

Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan
kantor, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan.

- Penyiapan data dan informasi, hubungan masyarakat dan inventarisasi

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha tc:.  dan :
a4 Urusan Unmum,

b  Urusan Kepegawaian

¢ Urusan Keuangan,

Pasgl 10

(1). Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, kearsipan,
ekpedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas,
pengelolaan dan per. atan peralatan dan perlengkapan kantor serta
inventarisasi

2). Urusan  Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
admirustrasi Kepegawaian, menyusun pedoman dan ketatalaksanaan,
dokumentast dan kepustakaan, Lsenyajikan data dan informasi serta hubungan
masyarakat

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggung
jawaban dan laporan keuangan.

Paragrafl Dua
Seksi Pengendalian Operasional
Pival 11

~cksi Pengendalian Operasionai mempunyai tugas melaksanakan Sebagian Tugas
Dinas Pekejaan Umum Bina Jarga  dibidang pembangunan pengendalian
aperasional

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi
Pengendalian Operasional mempunyai fungsy

a  Pelaksanaan penyusunan program, analisa dan evaluasi pengembangan jalan

b Pelaksanaan study kelayakan, amdal dan perencanaan teknis jalan

c Pelaksanaan penelitian dan penyelidikan tanah serta bahan jalan,

d  Pelaksanaan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data jalan



Paragraf Satu
Sub Bagia: Y uta Usaha
Pasal 7

‘ub Bagian Tata Usaha mempunyal tugas melaksanakan urusan Umum,
Lopegawaian dan Keuangan

Pasai 8

Untuk mielaksanakan tugas sebagaimana dimakgud pada Pasal 6, Sub Bagtan Tata

Usaha mempunyai fungsi :

4. Penyusunan Anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana

b Pengelolaan administrasi kepegawafan, keuangan, peralatan, perlengkapan
kantor, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan.

> Penyiapan data dan informasi, hubungan masyarakat dan inventarisasi

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha (v:.  dan :
a  Urusan Unium

b  Urusan Kepegawaian

¢ Urusan Keuangan,

Pasal 10

(1). Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, kearsipan,
ekpedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas,
pengelolaan dan per.- atan peralatan dan perlengkapan kantor serta
inventarsasi

2). Urusan  Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
administrasi Kepegawaiar, menyusun pedoman dan ketaialaksanaan,
dokumentast dan kepustakaan, Lsenyajikan data dan informasi serta hubungan
masyarakat

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi

keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggung
jawaban dan laporan keuangan

Paragraf Dua
Seksi Pengendalian Operasional
P: vl 11

“cksi Pengendalian Operasionar mempunyai tugas melaksanakan Sebagian Tugas
Dinas Pekerjaan Umum Bina “Jarga  dibidang pembangunan pengendalian
aperasional

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi
Pengendalian Operasional mempunyai fungs:

2  Pelaksanaan penyusunan program, analisa dan evaluasi pengembangan jalan

b Pelaksanaan study kelayakan, amdal dan perencanaan teknis jalan

c Pelaksanaan penelitian dan penyelidikan tanah serta bahan jalan,

d  Pelaksanaan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data jalan
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eksi Pengendalian Operasional terdin dar

- Sub Seksi Penyusunan Program
b Sub Seksi Perencanaan Teknis dan leger Jalan,
¢ Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan

Pasal 14

(1) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan program
tahunan, tiga tahunan, lima tahunan, rencana pengembangan jalan, analisa
dan evaluasi status jalan erta study kelayakan amdal

(2) Sub Seksi Perencanz : Teknis dan Leger Jalan mempunyai tugas
melaksanakan survey s “tur, topographi, perhitungan rencana dan gambar
geometri jalan, struktur ..., jembatan, penyusunan spesifikasi teknis jalan
dan jembatan serta estimasi biaya pelaksanaan, pengumpulan, pemutakhiran
serta penyimpanan data jalan

:%) Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan mempunyai tugas melaksanakan
penelitian dan penyelidikan, pengujian tanah dan bahan jalan serta pengujian
kualitas pekerjaan pembz ~gunan jalan dan jembatan

Paragraf Tiga
Seksi Pembangunan
P ol 15

Seksi Pembangunan mempu: i tugas melaksanakan sebagian. tugas Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga .. ah di bidang pembangunan jalan dan jembatan,

Pasal 16

ituk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Seks
} embangunan mempunyai fungsi
a  Penyusunan program dan estimasi biaya pelaksanaan
b  Pembinaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan.
¢ Penelitian dan pengkajian dokumen teknik serta evaluasi dan pelaporan
pembangunan jalan dan jembatan

Pasal 17

Seksi Pembangunan terdrri dart :

a  Sub Seksl Pembangunan Jalan.
Sub Seksi Peningkatan Jalan
Sub Seksi Penggantian Jemr .ian.

Pasal 18

(1). Sub Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan,
pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan

(2) Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan,
pengendalian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan,

(3). Sub Seksi Penggant 'n Jembatan mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan, pengendali « dan pelaksanaan kegiatan penggantian jembaian
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ckst Pengendalian Operasional terdirt dari
Sub Seksi Penyusunan Program
b Sub Seksi Perencanaan Teknis dan leger Jalan,
¢ Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan

Pasal 14

(1) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan program
tahunan, tiga tahunan, lima tahunan, rencana pengembangan jalan, analisa
dan evaluasi status jalan erta study kelayakan amdal

i2) Sub Seksi Perencans : Teknis dan Leger Jalan mempunyai 1ugas
melaksanakan survey :  tur, topographi, perhitungan rencana dan gambar
geometri jalan, struktur ;. .1 jembatan, penyusunan spesifikasi teknis jalan
dan jembatan serta estimas: biava pelaksanaan, pengumpulan, pemutakhiran
serta penyvimpanan data jalan.

.} Sub Seksi Pengujian T.nah dan Bahan mempunyai tugas melaksanakan
penelitian dan penyelidikan, pengujian tanah dan bahan jalan serta pengujian
kualitas pekerjaan pemb+ zunan jalan dan jembatan

Paragral Tiga
Seksi Pembangunan
P i 18

Seksi Pembangunan mempu ' tugas melaksanakan sebagian. tugas Dinas
Pekenaan Umum Bina Marge .. 2h di bidang pembangunan jalan dan jembatan.

Pasal 16

wuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Scksi
j embangunan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program dan estimasi biaya pelaksanaan.
b  Pembinaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan
c. Penelitian dan pengkajian dokumen teknik serta evaluasi dan pelaporan
pembangunan jalan dan jembatan

Pasal 17

Seksi Pembangunan terdiri dari

a Sub Seksi Pembangunan Jalan
Sub Sekst Peningkatan Jalan
Sub Seksi Penggantian Jem' :an

Pasal 18

(1) Sub Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan,
pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan

(2) Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
pengendalian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan.

«3)  Sub Seksi Penggant.n Jemnbatan mempunyal tugas melaksanakan
pengawasan, pengendali» ' dan pelaksanaan kegiatan penggantian jembatan



Paragraf 1| .upat
Scksi Pemeltharaan
Pasal 17

Sekst Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dibidang pemelibaraan jalan dan jembatan

P’asal 20

Lmuk menyelenggarakan tugas sehagaimana dimaksud pada Pasal 18, Seksi

Pemeilharaan mempunyai fungsi :

2 Penyusunan program, estimasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan
Pembinaan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan
Pcngawasan dan penzinan pemanfaatan jalan dan jembatan
Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam

Pasal 21

Seksi Pemeliharaan terdiri dar :

a Sub Seksi Pemeliharaan Jalan

b Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan.

¢ Sub Seksi Pemanfaatan dan Penzinan Jalan.

Pasu! 22

). Sub Seksi Pemeliharaan J.'in mempunyai tugas melaksanakan pengawasan,
pengendalian dan pelaksanaan kegistan pemelibarsan jalan sera
penanggulangan kerusakan pemeliharaan jembatan akibat bencana alam

'2)  Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan
pemeliharaan jembatan serta penanggulangan kerusakan jembatan akibat
bencana alam

{3) Sub Seksi Pemanfaatan dan Perizinan Jalan mempunyai tugas melaksanakan
pendataan, penelitian, pengelolaan penzinan dan pengawasan serta
pengendalian pemanfaatan jalan dan jembatan

Paragraf Lima
Cabang Dinas
Pasal 23

1) Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dapat dibentuk 1 (satu)
atau lebih Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah

2}, Pembentukan Cabang Dinas Pekegaan Umum Bina Marga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasar kebutuhan daerah yang bersangkutan dan
memenuhi kritena yang ditetapkan oleh Menten Dalam Negeri

Paragraf Enam
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 24

(1) Pada Organisasi Dinas Pekeriaan Umum Bina Marga Daerah dapat dibentuk 1
f~='n} atau lebih Uni Pele’® .: Tekms Dinas (UPTD)

{2) rembentukan UPTL sclhagziwan. dimaksud ayat (1) berdasarkan kebutuhan
Dinas Pekerjaan JmumBina Marga  Daerah yang bersangkutan dan
memenuhi kriteria yang ditetapkan cleh Menteri Dalam Negeri



Paragraf Tujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasat 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan

RADB 1V
PENGANGEKATAN DALAM JABATAN
Pasal 26

(i Kepala Dinas Pekerjaan Lnwm Pengairan diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh atas usul Bupati.

21 Kepala Cabang Dinas dan Kepale Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usu Kepala Dinas

BAB V
TATA KERJA
Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengairan Umum Pengairan, Unit Pelaksana
Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan
Prinsip Koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan
Organisasi sesuai dengan tugas masin. -masing.

Tasal 28

(1) Kepala Dinas melaksanakan rtugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Bupati

(2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing
dan menyelesaikan pekejaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang
berada dalam lingkungan dinasnya

(3) ~ Setiap Pimpinan Organisasi dilingkungan dinas wajib melaksanakan
Pengawasan Melekat (Waskatr)

Pasal 29

.'a Kepala Dinas tidak dapat renjalankan tugasnya karena berhalangan,
m -2 Kepala Dinas dapat menunjuk ".epala Sub Bagian atau salah satu Kepala
S¢ .t yang tertua dan tertingei par - . tnya untuk mewakili Kepata Dinas dengan
per: ‘ujuan Bupatt.

BAB VI
Ketentuan Penutup
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini, akan diatur tersensdiz
dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengzn
memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku



Pasal 31

i iuran Dacrah ini mulai berlaku paca tanggal diundangkan, agar sctiap orang
mcngetahuinya memerntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DITETAPKANDI : SINGKIL '
PADA TANGGAL : 21 JUNI 2000.

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap.D,t.0

H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 16 Tahun 2000 Seri D Nomor 3
Pada Tanggal 21 Juni 2000
'||- A n. BUPATI ACEH SINGKIL
Pt ::E.E.'. H.LTARIS DAERAH KABUPATEN |

e iy
--'"'b__.-

I :_#_ﬂ_ vf/ﬂm{, L){-[-—;

l:"-'l'-';llq

o ———— Lnu AN HASAN, SH.

L%, \ < Pembiml/NIP. 390009540
L SK GUITA Mo Peg, 821 2/069/99 Tgl. 22-7-1999.
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